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RINGKASAN 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah Lumajang ; Ihza Akbar Setyawan, 190903101004; 2022; 92 Halaman; 

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. 

 Praktik Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Kantor Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, pada tanggal 7 Maret – 20 Mei 2022. 

Tujuan Praktik Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat 

kepatuhan wajib Pajak Reklame di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang. 

 Laporan Tugas Akhir ini membahas tentang bagaimana tingkat kepatuhan 

wajib Pajak Reklame di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang dari tahun 

2019-2021. Data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mengenai tingkat kepatuhan 

wajib Pajak Reklame Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang dan data 

sekunder diperoleh dari Peraturan Daerah Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 dan 

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah, buku-buku 

perpajakan, jurnal, artikel dan internet. 

 Pajak Reklame menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

didefinsikan sebagai alat, benda, perbuatan, atau media yang dinikmati secara 

umum. Pemungutan Pajak Reklame menggunakan System Official Assessment 

merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar 

oleh wajib pajak. Tingkat Kepatuhan menurut Gunadi (2013) diartikan bahwa 

wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang 

memiliki kriteria dalam menentukan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajaknya. 

 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Lumajang yang 

diatur berdasarkan Rencana Strategis BPRD Lumajang Tahun 2018 memiliki 

Nilai Capaian Kinerja dalam menentukan kriteria kepatuhan wajib pajak yakni 

dengan menghitung jumlah presentase Wajib Pajak Reklame Sudah bayar dan 
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menghitung presentase penerimaan pajak dengan target yang telah dicapai maka 

terhitung Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Lumajang dikatakan patuh dengan 

presentase lebih dari 85% s/d 100%. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dalam menyikapi hal ini adalah 

memperbaiki pelayanan publik maupun lapangan agar wajib pajak patuh dan taat 

dalam membayar pajak, melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi 

berkelanjutan terkait pemahaman perpajakan untuk meningkatkan kesadaran atas 

pentingnya membayar pajak. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1316/UN25.1.2/SP/2022, Program 

Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember). 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara berkembang dengan wilayah sangat luas 

ditambah dengan jumlah penduduk produktif yang melimpah, dengan keadaan 

tersebut menjadikan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang meningkat pesat 

serta menjadi negara yang maju. Dalam kategori tersebut pemerintah Indonesia 

memiliki rencana untuk membangun ekonomi nasional dengan gencarnya 

perombakan infrastruktur diberbagai bidang, perombakan tersebut bertujuan untuk 

mensejahterakan rakyat dan salah satu programnya yaitu pembangunan ekonomi 

nasional yang berkelanjutan, terstruktur dan terencana sesuai dengan Undang-

Undang Dasar 1945 dan pancasila. 

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional terdapat berbagai macam 

persoalan dan hambatan yang dicapai oleh pemerintah, solusi yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam mengatasi hal tersebut adalah memaksimalkan potensi 

penerimaan negara dari sektor pajak yang berperan penting dalam meningkatkan 

APBN maupun APBD yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan baik 

dalam anggaran ataupun realisasi yang diterima. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa salah satu sumber penerimaan negara yang potensial dari sektor 

pajak dapat memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional serta 

stabilitas negara yang membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia. 

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan  negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. 

Rochmat Soemitro, S.H.,dalam Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
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tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Penerimaan Negara yang paling besar adalah dari sektor pajak. Pajak memiliki 

peranan yang sangat penting serta sumber utama penerimaan pendapatan dalam 

negeri untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan nasional dalam 

rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peranan tertinggi 

dikarenakan setiap tahun mengalami kenaikan. Hal ini di sebabkan karena tingkat 

kesadaran Wajib Pajak yang menjadi pendorong pemungutan pajak bisa tercapai 

sesuai target yang di inginkan 

Pajak memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi suatu 

negara. Mengingat fungsi pajak adalah sebagai anggaran (budgetair) yang 

digunakan pemerintah untuk membiayai segala pengeluarannya. Anggaran ini 

nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan seperti pembangunan tol, 

jalan raya, jembatan, pembangunan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Selain itu 

pajak juga memiliki fungsi mengatur (regulerend) dimana pajak sebagai alat 

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi. 

Pajak menurut Mardiasmo (2018) dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat 

dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, dan Bea Materai. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pemerintah daerah yang dimaksud adalah pemerintah daerah provinsi dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota. Pajak Propinsi meliputi Pajak Kendaraan 

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam 
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dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Parkir. 

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Peraturan 

ini memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah dalam 

pengelolaan pajak daerahnya. Pajak Daerah ini nantinya akan ditetapkan sebagai 

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap pemerintah daerah diharapkan 

dapat berkreasi dan berupaya untuk mencari sumber penerimaan yang nantinya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka 

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Upaya yang dilakukan oleh 

tiap pemerintah daerah pun tentunya berbeda sehingga memungkinkan adanya 

perbedaan peraturan pada tiap daerah. Seperti halnya pada Kabupaten Lumajang, 

dengan segala potensi daerah yang dimiliki, pemerintah berupaya memaksimalkan 

pengelolaannya sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah 

Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang cukup besar pada sektor penerimaan 

pajak bagi APBD disetiap sektornya. Salah satu jenis Pajak Daerah yang 

berpotensi meningkat tiap tahunnya serta dapat memberikan kontribusi yang 

cukup besar sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pada sektor Pajak 

Reklame. Wajib Pajak Reklame didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan 

yang melakukan dan penyelenggaran reklame yang memiliki wewenang dalam 

pemungutan pajak reklame kepada subjek dan objek pajaknya. Penerimaan pajak 

reklame di Kabupaten Lumajang berdasarkan data yang diperoleh dari Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang dari tahun 2019-2021 selalu melebihi target 

dalam penerimaannya, faktor yang mempengaruhi adanya hal tersebut adalah  

investor maupun perusahaan dalam memasang penyelenggaraan reklame yang 

meningkatkan penerimaan pajak reklame yang berada di Kabupaten Lumajang 

serta terus mengalami penambahan wajib pajak setiap tahunnya maupun 

Penerimaan Pajak Daerah. Berikut adalah tabel Penerimaan Pajak Daerah tahun 

2019-2021. 
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Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah  Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2021 

No. Jenis Pajak 2019 2020 2021 

1. Pajak Hotel 893.513.355 655.800.332 705.349.999 

2. Pajak  Restoran 4.931.846.931 2.709.014.493 2.724.894.390 

3. Pajak Hiburan 129.463.166 78.062.129 57.355.508 

4. Pajak Reklame 1.869.228.257 1.789.379.587 1.772.577.163 

5. 

Pajak 

Penerangan 

Jalan 

 

27.072.321.155 25.980.921.440 27.095.112.469 

6. Pajak Parkir 433.921.600 349.329.700 311.910.400 

7. Pajak Air Tanah 369.409.176 346.102.543 379.578.953 

8. Pajak Minerba 11.023.188.750 7.091.249.500 10.365.408.001 

9. PBB-P2 12.253.606.043 11.625.274.574 15.589.242.379 

10. Pajak BPHTB 15.257.211.119 18.034.860.883 22.693.766.871 

Jumlah Pajak 74.233.709.552 68.659.995.181 81.695.196.133 

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, (2022) 

Pajak Reklame menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

reklame sendiri didefinisikan sebagai alat, benda, perbuatan atau media yang 

bentuk dan ragam coraknya dirancang untuk tujuan komersial 

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian 

terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, 

atau dinikmati secara umum. 

Pemungutan Pajak Reklame menggunakan System Official Assessment. 

Official assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak 

bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus.  
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Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Lumajang terkadang terjadi 

selisih pendapat  antara wajib pajak dengan pemerintah mengenai besarnya pajak 

yang harus dibayarkan. Hal ini disebabkan antara lain salahnya penulisan luas 

objek Pajak Reklame atau Nilai Jual Objek Pajak Reklame tidak sebagaimana 

mestinya. Berikut ini merupakan tingkat pertumbuhan wajib Pajak reklame 

periode 2019-2021. 
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Gambar 1.1 Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Reklame 2019-2021 

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, (2022) 

Berdasarkan Gambar 1.1 Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Reklame pada 

tahun 2019-2021 jumlah wajib pajak Badan Pajak dan Retribusi Daerah terutama 

tahun 2020 mengalami penurunan dengan adanya covid-19 dan mengalami 

peningkatan lagi ditahun 2021 dikarenakan keadaan semakin stabil sehingga 

terjadi peningkatan jumlah wajib Pajak Reklame namun dalam masalah tersebut 

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dari wajib pajak reklame dikarenakan 

menurunnya jumlah realisasi penerimaan seperti pada tabel 1.1 dari Rp. 

1.789.379.587 menjadi Rp. 1.772.577.163 ditahun 2021. Berikut merupakan 

rincian dari penerimaan objek pajak reklame yang berada di Kabupaten Lumajang 

2019-2021.  
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Tabel 1.2 Penerimaan Objek Pajak Reklame Kabupaten Lumajang 

No Objek Pajak Reklame 
(Permanen dan Insidentil) 

Tahun 

2019 2020 2021 

1 Reklame Billboard/Baliho 
Penerangan 

366 339 423 

2 Reklame Billboard/Baliho 
non Penerangan 

472 487 459 

3 Reklame Papan Nama 
Perusahaan non 
Penerangan 

718 650 683 

4 Reklame Papan Nama 
Perusahaan Penerangan 

354 326 320 

5 Reklame Neon Box 504 540 712 

6 Reklame Berjalan/Mobilbox 3 3 2 

7 Reklame Wallpainting - 6 12 

8 Reklame Spanduk 379 293 279 

9 Reklame Banner 264 147 286 

10 Reklame Umbul-Umbul 17 4 3 

11 Reklame Baliho Insidentil 85 73 91 

12 Reklame 
Megatron/Videotron 

1 1 - 

 Jumlah 3.163 2.868 3.270 

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, (2022) 

Berdasarkan hal tersebut maka, sebagai penulis tertarik dengan 

pembahasan pajak daerah tentang Pajak Reklame yang dilaksanakan di Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. Sehingga penulis memutuskan 

mengambil Pajak Reklame karena memiliki potensi penerimaan yang besar bagi 

APBD untuk digunakan pada judul Laporan Tugas Akhir tentang “Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kantor Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah Lumajang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan data yang diperoleh selama praktik 

kerja nyata di kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

maka rumusan masalah yang menjadi fokus penulis adalah: bagaimana tingkat 

kepatuhan wajib pajak reklame pada kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

(BPRD) Kabupaten Lumajang.? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Praktik Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Laporan Praktik Kerja Nyata 

Tujuan dilakukannya laporan Praktik Kerja Nyata adalah untuk mengetahui 

bagaimana tingkat kepatuhan wajib Pajak Reklame pada kantor Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang.  

1.3.2 Manfaat Laporan Praktik Kerja Nyata 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Menambah wawasan mahasiswa mengenai tingkat kepatuhan wajib 

Pajak Reklame pada kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Lumajang. 

b. Memperoleh pengalaman menghadapi dunia kerja yang diperoleh 

sewaktu magang di kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Lumajang. 

c. Dapat menerapkan langsung ilmu yang diperoleh dibangku kuliah 

2. Bagi Universitas Jember 

Terjalinnya kerjasama dan hubungan yang baik antara kantor Badan Pajak 

dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dengan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Jember terutama Program Studi Diploma III 

Perpajakan. 

3. Bagi Instansi 

a. Sebagai media untuk menjalin hubungan dan kerjasama yang baik 

antara kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

dengan pihak Universitas Jember khususnya Program Studi Diploma 

III Perpajakan. 

b. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

bidang perpajakan 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengetahuan Umum Seputar Perpajakan 

2.1.1  Pengertian Pajak 

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa yang 

dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang berdasarkan Undang-Undang. 

Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yaitu : Pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarka Undang-Undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat imbal jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. (Mardiasmo, 2018) 

 Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, Pajak merupakan 

iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo, 2013).  

 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Dari pengertian diatas dapat disimpukan bahwa pajak merupakan iuran 

masyarakat kepada Negara tanpa adanya imbalan secara langsung yang bersifat 

memaksa dan jika tidak membayarnya maka akan mendapat denda sesuai dalam 

Undang-Undang Perpajakan. 
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2.1.2 Fungsi Pajak 

 Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu sebagai berikut: 

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

3. Fungsi Stabilitas 

Kas masuk sebagai sumber dana untuk menjaga kestabilan harga agar 

tidak terjadi inflasi. Perintah mengatur jalannya peredaran uang di 

masyarakat, mengatur pemungutan pajak agar memenuhi target. 

2.1.3 Jenis-jenis Pajak 

Jenis-jenis pajak menurut Resmi (2011) dibagi dalam beberapa kelompok 

pajak yaitu sebagai berikut ; 

1. Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak Langsung 

Pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan 

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh Pajak Penghasilan (PPh) 

b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat 

dilimpahkan kepada orang lain atau pada pihak ketiga. Pengenaannya 

tidak secara periodik tetapi dikenakan jika terjadi hal-hal atau peristiwa 

yang menyebabkan dikenakan pajak. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

2. Menurut lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Pajak Pusat / Negara 

Pajak yang dipungut oeh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. 
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Contoh : PPh, PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 

b. Pajak Daerah 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I 

(pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten-kota) dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 

Contoh Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, PBB, Pajak Reklame, 

Pajak Hiburan. 

3. Menurut sifatnya pajak dibagai menjadi dua yaitu; 

a. Pajak Subjektif 

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib 

Pajak atau pengenaannya memeperhatikan subjek pajaknya. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) 

b. Pajak Objektif 

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan objeknya baik 

berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan 

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keaadan 

pribadi Wajib Pajak maupun tempat tinggal. 

Contoh: PPN dan PPnBM, Pajak Reklame. 

2.1.4 Unsur-unsur Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018) dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 

unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak 

hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya  

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah 
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4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran 

yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 

bagian yaitu : 

1. Official Assessment System 

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat wajib. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2. Self Assessment System  

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada wajib pajak untuk menentukam sendiri besarnya pajak 

yang terutang. 

Ciri-cirinya : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri. 

b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. Withholding System 

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. 
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2.1.6 Subjek Pajak, Objek Pajak dan Wajib Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016) subjek pajak adalah orang pribadi atau 

badan yang bisa dikenai pajak. Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan 

yang melakukan kegiatan meliputi pembayaran atau memotong, dan atau 

memungut pajak dikarenakan memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan objek pajak adalah suatu bentuk kegiatan yang 

dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang dapat menimbulkan 

terjadinya utang pajak. 

2.1.7  Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat 4 macam tarif pajak : 

a. Tarif sebanding/proporsional 

Tarif yang berupa presentase yang tetap terhadap berapa berapa 

pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang 

proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak, misalnya terdapat 

tarif 10 % pajak pertambahan nilai untuk penyerahan barang kena pajak 

didalam daerah pabean. 

b. Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah 

yang dikenan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Misalnya terdapat pada tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan 

nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00 

c. Tarif progresif  

Persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

d. Tarif degresif  

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 
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2.2 Pajak Daerah  

2.2.1  Pengertian Pajak Daerah 

Pengertian Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 

Pajak daerah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. 

Menurut Mardiasmo (2018) pajak daerah merupakan kontribusi 

wajib kepada daerah uang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah 

merupakan kontribusi wajin kepada daerah yang dilakukan oleh orang 

pribadi yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dalam melaksanakan pembangunan dan kemajuan daerah. 

2.2.2  Jenis Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah dibagi 

menjadi 2 bagian, yaitu : 

a. Pajak provinsi, terdiri dari : 

1) Pajak kendaraan bermotor 

2) Bea balik nama kendaraan bermotor 

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor  

4) Pajak air permukaan  

5) Pajak rokok 

b. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari : 

1) Pajak hotel 

2) Pajak restoran 

3) Pajak hiburan 
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4) Pajak reklame  

5) Pajak penerangan jalan  

6) Pajak mineral bukan logam dan batuan 

7) Pajak parkir 

8) Pajak air tanah  

9) Pajak sarang burung walet 

10)  Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan  

11)  Bea perolehan hak atas tanah dan banguna 

2.3 Pajak Reklame di Kabupaten Lumajang 

2.3.1  Pengertian Pajak Reklame 

Pajak reklame secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Reklame sendiri didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan, atau media 

yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik 

perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat 

dilihat, dibaca, didengar, dan/atau dinikmati oleh umum. 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Reklame 

Dasar hukum pajak reklame di Kabupaten Lumajang mengacu kepada : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah  

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah  

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah. 

4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah 
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2.3.3 Objek dan Bukan Objek Pajak  

1. Objek pajak reklame kabupaten Lumajang diatur dalam Peraturan 

Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana objek pajak 

reklame yaitu semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame 

meliputi: 

a. Reklame Permanen 

Merupakan reklame yang jangka waktu pemasangannya selama 

setahun atau lebih. Objek pajak reklame permanen meliputi: 

Megatron, Bilboard/Baliho, Neonbox, Papan Nama Perusahaan, 

Wallpainting, Berjalan/Mobilbox 

b. Reklame Insidentil 

Merupakan reklame yang jangka waktu pemasangannya 

menggunakan hitungan harian atau bulanan. Objek pajak reklame 

Insidentil meliputi: Baliho Insidentil, Spanduk, Banner, Umbul-

Umbul, Selebaran,  

2. Bukan Objek Pajak Reklame, yaitu: 

a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta 

harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. 

b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang 

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk 

sejenis lainnya. 

c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 

bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan 

ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha profesi tersebut. 

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah. 

e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
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2.3.4 Klasifikasi Tarif dan Perhitungan Objek Pajak Reklame  

Dalam menentukkan klasifikasi dan perhitungan objek Pajak Reklame Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 

67 Tahun 2017 memperhatikan hal sebagai berikut: 

a. Variabel Minimal merupakan variabel untuk menentuksn biaya minimal 

yang dikeluarkan untuk biaya pembuatan reklame. 

b. Biaya Produksi merupakan beberapa komponen yang dikeluarkan oleh 

penyelenggaraan reklame dalam pemasangan reklame. 

c. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR 

adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau 

penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya atau harga 

beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos 

perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan 

dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan 

reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan terpasang 

tempat yang telah diizinkan setelah dikalikan dengan variabel minimal. 

d. Nilai Strategis Lokasi Reklame yang selanjutnya disingkat (NStr) adalah 

ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame 

berdasarkan ketinggian, lokasi penempatan, kelas jalan, sudut pandang, 

dan luas reklame. 

e. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar 

perhitungan penetapan besarnya pajak reklame 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

Gambar 2.1 Klasifikasi Tarif Objek Pajak Reklame Permanen 

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang 

Berdasarkan gambar 2.1 Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 

Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. Gambar 

2.1 merupakan contoh klasifikasi Tarif Objek Pajak Reklame Permanen dengan 

objek pajaknya meliputi: 

a. Megatron/Videotron 

b. Bilboard/Baliho Dengan Penerangan 

c. Bilboard/Baliho Non Penerangan 

d. Neonbox 

e. Papan Nama Perusahaan Non Penerangan 

f. Papan Nama Perusahaan Dengan Penerangan 
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Gambar 2.2 Klasifikasi Tarif Objek Pajak Reklame Insidentil  

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang 

Berdasarkan gambar 2.2 Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 

Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. Gambar 

2.2 merupakan contoh klasifikasi Tarif Objek Pajak Reklame Insidentil dengan 

objek pajaknya meliputi: 

a. Baliho Insidentil 

b. Spanduk 

c. Banner 

d. Umbul-Umbul 

e. Selebaran 
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Gambar 2.3 Perhitungan Objek Pajak Reklame 

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang 

Berdasarkan gambar 2.3 merupakan contoh perhitungan objek Pajak 

Reklame di Kabupaten Lumajang dengan jenis Pajak Reklame Permanen 

Neonbox di Warung Pesona yang berada di Kecamatan Ranuyoso untuk 

menentukan besarnya nilai pajak dengan menghitung : Luas x Sisi x Tarif x Unit 

= Nilai Pajak 
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2.3.5 Subjek dan Wajib Pajak 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 pada 

Pasal 29 Ayat 1 disebutkan bahwa “Subjek Pajak Reklame merupakan 

orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak 

Reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 

Reklame.  

Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam 

lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang 

rumah makan. Dimana konsumen yang membeli makanan dan atau 

minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar 

(menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang 

mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi 

kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan 

melaksanakan kewajiban perpajakannya.(Samudra,2016). 

2.3.6 Dasar Pengenaan dan Tarif 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 pada 

Pasal 30 untuk dasar pengenaan pajak reklame berdasarkan nilai sewa 

reklame, untuk pihak ketiga yang menyelenggarakan reklame pengenaan 

berdasarkan nilai kontrak sedangkan untuk diselenggarakan sendiri nilai 

sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang 

digunakan, lokasi penempatan,  jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, 

dan ukuran media reklame. Tarif Pajak Reklame Sesuai dengan Pasal 31 

ditetapkan sebesar 25%. 

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak  

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013) diartikan bahwa 

wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya 

sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi 

seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun 

administrasi. Sedangkan kepatuhan menurut Nurmantu dalam Rahayu (2017) “ 

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak adalah suatu 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya”. 

Kriteria kepatuhan wajib pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak mendefinisikan wajib pajak patuh sebagai 

berikut : 

a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 

(tiga) tahun terakhir. 

b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun 

terakhir untuk masa pajak Januari sampai Nopember tidak lebih dari 3 

(tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; 

c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana yang 

dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu 

penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Berikutnya. 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang memiliki kriteria 

dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak reklame. Tingkat kepatuhan 

wajib pajak pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang diatur 

berdasarkan Rencana Strategis BPRD Kabupaten Lumajang pada Tahun 2018, 

dalam kategori penilaian tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lumajang 

mekanisme yang dilakukan oleh Badan Pajak dalam menggolongkan jenis 

kepatuhan wajib pajak reklame yaitu dengan : 

1. Memperhatikan informasi data wajib pajak yang tersedia dan 

memperhatikan jumlah wajib pajak reklame terdaftar. 

2. Menghitung jumlah wajib pajak reklame yang telah membayar pajak 

terutangnya. Memiliki rumus perhitungan sebagai berikut : 

Presentase Wajib Pajak Reklame =     

Jumlah Wajib Pajak Sudah Bayar    × 100% 

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar 

3. Menghitung presentase realisasi penerimaan pajak dengan target yang 

telah dicapai wajib pajak dijadikan sebagai acuan dalam menentukan 
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jenis tingkat kepatuhan wajib pajak. Memiliki rumus perhitungan 

sebagai berikut : 

Realisasi Penerimaan Pajak       × 100 % 

Target Penerimaan Pajak 

4. Nilai Capaian Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang memiliki penilian sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Nilai Capaian Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah  

Lumajang 

No. Persen % Keterangan Presentase Pembelian Atribut 

1. 85 % s/d 100 % Delapan Puluh Lima 

Persen sampai dengan 

seratus persen atau lebih 

Sangat Berhasil 

2. 79 % s/d < 85 % Tujuh Puluh Persen 

sampai kurang delapan 

puluh lima persen 

Berhasil 

3. 55 % s/d < 70 % Lima Puluh Lima 

Persen sampai kurang 

dari tujuh puluh persen 

Cukup Berhasil 

4. X< 55 % Dibawah Lima Puluh 

Persen 

Kurang Berhasil 

   Sumber : Rencana Strategis BPRD Kabupaten Lumajang, (2018) 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA 

3.1 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Praktik Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktik kerja Nyata di Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Lumajang Wilayah Kerja Klakah beralamat di Jl. Raya klakah, Desa 

Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas Nomor: 

1316/UN25.1.2/SP/2022 dimulai pada tanggal 7 Maret sampai dengan 20 Mei 

2022 selama 47 hari kerja. 

Adapun Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai jam kerja di Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang ;  

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Pratik Kerja Nyata di Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Lumajang 

Hari kerja Jam kerja Istirahat 

Senin s.d Kamis 07.30 – 15.30 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Jumat 07.30 – 15.00 WIB 11.30-13.00 WIB 

Sabtu dan Minggu Libur Libur 

*Hari Jumat diadakan senam pagi dimulai pukul 05.30 – 06.00 WIB 

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang (2022) 

3.2 Ruang Lingkup Praktik Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Dalam rangka Praktik Kerja Nyata (PKN) yang akan di buat Laporan 

Tugas Akhir dengan judul Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Badan 
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Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Wilayah Kerja Klakah. Pada 

pelaksanaan kegiatan, penulis ditempatkan pada Bidang Administrasi dan Umum. 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata 

Kegiatan yang dilakukan selama Praktik Kerja Nyata (PKN), pada Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Wilayah Kerja Klakah yang 

dapat dilihat dari tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Pelaksanaan Kegiatan selama Praktik Kerja Nyata 

No. 
Waktu 

Pelaksanaan  
Kegiatan Hasil Kegiatan 

Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) (d) (e) 

1. Senin 07 

Maret 

2022 

a. Diterima di 

Badan Pajak 

dan Retribusi 

Daerah 
Kabupaten 

Lumajang 

b. Perkenalan 
dengan 

karyawan dan 

kepala bagian. 
c. Penempatan 

kegiatan di 

bidang 

penagihan 
data 
 

a. Melaksanakan 

Praktik Kerja 

Nyata di Badan 

Pajak dan 
Retribusi Daerah 

Kabupaten 

Lumajang. 
b. Mendapatkan 

tempat 

dibidang 
penagihan data. 

 

a. Bapak 

Samsul 

Hadi selaku 

Kepala 
BPRD 

Lumajang 

UPT 
Klakah. 

b. Ibu Yeni 

Yuskurnia. 
S.Pd. selaku 

Kasubag 

Umum 

BPRD 
Lumajang 

2. Selasa, 08 

Maret 
2022 

 

Sosialisasi 

mengenai pajak 
daerah tahun 

2022 di 

Kecamatan 
Tempeh 

Lumajang. 

Dapat mengetahui 

capaian penerimaan 
pajak daerah tahun 

2022 pada bulan 

Januari-februari  

Ibu Yeni 

Yuskurni
a. S.Pd. 

selaku 

Kasubag 
Umum 

BPRD 

Lumajang

. 

3. Rabu, 

09 

Maret  

2022 

Sosialisasi 

mengenai pajak 

daerah tahun 
2022 di 

Kecamatan 

Klakah Lumajang 

Dapat mengetahui 

capaian penerimaan 

pajak daerah tahun 

2022 pada bulan 

Januari-februari 

Ibu Yeni 

Yuskurnia. S.Pd. 

selaku Kasubag 
Umum BPRD 

Lumajang. 
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4. Kamis , 10  

Maret 2022 

Mempelajari 

tentang 

mutasi PBB-

P2 

Dapat mengetahui 

jumlah wajib pajak 

yang mengajukan 

mutasi PBB-P2 

Bapak Dega 

Pratama 

selaku staf 

Administrasi 

5. Jum’at, 11  

Maret 2022 

Mempelajari 

tentang tata 

cara 

pemungutan 

serta 

perhitungan 

pajak reklame.  

Dapat 

mengetahui 

jumlah 

penerimaan 

pajak reklame 

Bapak Sugeng 

Riyadi selaku  
staf pelayanan  

6. Senin, 14 

Maret 
2022 

Melakukan 

pencatatan 
terhadap objek 

pajak reklame 

didalam SPTPD. 

Dapat mengetahui 

cara pengisian 
SPTPD Pajak 

Reklame  

Bapak 

Sugeng 
Riyadi selaku 

staf 

pelayanan 
 

7. Selasa, 15 

Maret 2022 

Melakukan 

penarikan 
setoran PBB P2 

desa Klakah  di 

Bank JATIM 
 

Dapat mengetahui 

berapa jumlah 
penerimaan PBB-P2 

desa klakah. 

Ibu Isarofah 

selaku staf 
administrasi 

8. Rabu, 16 

Maret 

2022 

Melakukan 

penarikan 

setoran PBB P2 
desa Tegalciut 

di  Bank JATIM  

                                

Dapat 

mengetahui 

berapa jumlah 

penerimaan 

PBB-P2 desa 

Tegalciut 

Bapak Angga 

Prasetyo 

selaku staf 

pemungut 

pajak 

9. Kamis, 17 

Maret 2022 
Turun ke 

lapangan 

dalam 

rangka 

pelunasa

n PBB-

P2 desa 

Mlawang  

Dapat 

mengetahui 
tingkat 

kepatuhan 

masyarakat 

dalam 
membayar 

pajak  

Bapak 

Sugeng 
Riyadi selaku 

staf pelayanan 

10. Jum’at, 18     

Maret 2022 

Turun kembali ke 

lapangan dalam 

rangka penagihan 

pajak reklame   
di desa Kudus 

Mengetahui tingkat 
kepatuhan masyarakat 
dalam proses 
penagihan berlangsung   

Bapak Dega 

Pratama 

selaku staff  

administrasi 
 

11. Senin, 21 

Maret 

2022 

Melakukan 
pemungutan   dan 
perekapan terhadap  
Pajak Reklame 

Mengetahui 

Tingkat 

kepatuhan wajib 
Pajak Reklame 

Ibu Isarofah 

selaku staf 

administrasi 
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12. Rabu, 23 
Maret 

2022 

Mengisi 
permohonan 
/pengajuan mutasi 
pecah dan tetap 
PBB P2 kecamatan 
ranuyoso 

Dapat mengetahui 

cara pengisian 

PBB-P2  

Bapak Angga 
Prasetyo 
Selaku staf 
pemungut pajak 

13. Kamis, 24 
Maret 
2022 

Mengisi 

permohonan 

/pengajuan 

mutasi pecah 

dan tetap PBB 

P2 kecamatan 

klakah 

Dapat mengetahui 
jumlah PBB P2 yang 
disetorkan selama 
bulan tersebut  

Bapak Agung Hadi 
Prasetyo selaku 
staf pelayanan 

14. Jum’at, 

25 Maret 

2022 

Melakukan 

perhitungan 

serta pengisian 

lembar SPOP 

PBB P2 

kecamatan 

Ranuyoso 

Dapat mengetahui 

cara pengisian 

lembar SPOP 

Bapak Angga 

Prasetyo selaku 

staf pemungut 

pajak 

15. Senin, 28 
Maret 2022 

Melakukan 

perhitungan 
serta penagihan 

pajak reklame 

kecamatan 

klakah 

Dapat mengetahui 

proses penagihan 

dan juga 

perhitungan objek 

pajak reklame 

Bapak Agung 

Hadi Prasetyo 
selaku staf 

pelayanan 

16. Selasa, 29 

Maret 2022 

Mengisi lembar 
permohonan / 
pengajuan 
mutasi pecah 
dan tetap PBB 
di Randuagung 

Dapat mengisi lembar 

SPOP PBB P2 

Bapak Dega 

Pratama selaku  

staf  administrasi  
 

17. Rabu , 30 
Maret 2022 

 

Turun ke 
lapangan dalam 

rangka pelunasan  
PBB desa 
Papringan serta 
pemberian reward  

Mengetahui tingkat 

kepatuhan 

pembayaran PBB P2 

didesa Papringan 

Bapak Sugeng 

Riyadi selaku 

staf pemungut 

pajak 

18 Kamis, 31 

Maret 2022 

Turun lapang 

dalam rangka 

melihat potensi 

pelumasan pajak 

reklame desa 

kedungjajang 

Mengetahui 

tingkat 

kepatuhan 

masyarakat 

dalam 

membayar 

pajak reklame 

Bapak 
Andika Dwi 
selaku staf 
pemungut 
pajak 

19. Jum’at, 01 

April 2022 

Melakukan 
pengecekan status 

terhadap objek 

pajak reklame 

desa Grobogan 

Dapat mengetahui 

cara mengecek status 

pengenaan objek 

pajak reklame 

Pak Andika 
Dwi selaku 

staf 

pemungut 

pajak 
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20. Selasa, 22 

Maret 

2022 

Melakukan 

pembukuan  dan 

perekapan 

terhadap wajib 

pajak yang telah 

melakukan 

pelunasan  Pajak 

Reklame 

Mengetahui 

Tingkat Kepatuhan 

Wajib pajak yang 

telah melunasi 

Pajak Reklame 

Ibu Isarofah 

selaku staf 

Administrasi 

21 Jum’at, 01 
April 2022 

Melakukan 
pengecekan status 

terhadap objek 

pajak reklame 
desa Grobogan 

Dapat mengetahui 

cara mengecek status 

pengenaan objek 

pajak reklame 

Bapak 
Andika Dwi 

selaku staf 

pemungut 
pajak 

22. Selasa, 05 

April 2022 

Mengisi 

berkas 

pengenaan 
objek pajak 

reklame 

kecamatan 

Ranuyoso 

Dapat mengisi berkas 

mutasi pecah PBB-P2 

Bapak 
Andika Dwi 

selaku staf 
pemungut 
pajak 

23. Rabu,  06 
April 2022 

Melakukan 

pengecekan 

status lunas desa 
alun-alun 

Mengaplikasikan 

pengecekan status 

lunas PBB-P2 

Bapak Angga 

Prasetyo 

selaku staf 
pemungut 

pajak 

24. Senin, 11 April 
2022 
 

Melakukan 
pengecekan objek 
pajak serta 
penagihan pajak 
reklame di 
kecamatan klakah 

Dapat mengetahui 

penerimaan pajak 
reklame dan tingkat 

kepatuhan 

masyarakat  
 

Bapak Sugeng 

Riyadi selaku staf 
pelayanan 

25. Selasa, 12 

April 2022 

Mengerjakan 
berkas mutasi 

pecah PBB –P2 

Dapat mengisi 

berkas mutasi pecah 

serta mengisi SPOP  

Bapak Angga 

Prasetyo selaku 

staf pemungut  

26. Rabu, 13  
April 2022 

Melakukan 
penagihan 

terhadap 

pelunasan Pajak 
Reklame 

kecamatan 

Randuagung 

Mengetahui 
tingkat 

kepatuhan 

masyarakat 
dalam 

pelunasan PBB 

Bapak Dega 
Pratama selaku 

staf Administrasi 

27. Kamis, 14 
April 2022 

Mengerjakan 
input data 

terhadap status 

lunas kecamatan  
Kedungjajang 

Dapat mengetahui  
status lunas desa 

tersebut 

Bapak 
Andika Dwi 

Selaku staf 

pemungut 
pajak 

28. Jum’at, 15 
April 2022 

Melakukan 

penyetoran  

PBB-P2 di 
Bank Jatim 

Mengetahui 
prosedur penyetoran 
PBB-P2 

Ibu 

Khotimatuz 

selaku staf  
pelayanan 
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29. Senin, 18 April 

2022 
Mengikuti 

kegiatan rutin 

BPRD 

lumajang 

terkait 

inventarisasi 

Dapat mengetahui 

potensi pendapatan 

dari desa tersebut  

Bapak 

Sugeng 

Riyadi selaku 

staf 

pelayanan 

30. Selasa, 19 

April 2022 
Mengikuti 

kegiatan rutin 

BPRD 

lumajang 

terkait 

inventarisasi 

desa-desa 

wilker UPT 

Klakah di 

kecamatan 

Klakah 

Dapat 
mengetahui 
potensi 
penerimaan  dari 
desa tersebut 
terutama PBB 
yang harus di 
bayar setiap 
tahun 

Bapak 

Angga 

Prasetyo 

selaku staf 

pemungut 

pajak 

31. Rabu, 20 

April 2022 

Mengikuti 
kegiatan 
rutin BPRD 
lumajang 

terkait 
inventarisasi 
desa-desa 
UPT Klakah 

Dapat mengetahui 

potensi penerimaan  

dari desa tersebut 

terutama PBB yang 

harus di bayar 

setiap tahun 

Bapak Dega 

Pratama 

selaku staf 

Administr
asi 

32. Kamis, 21 
April 2022 

Mengikuti 

kegiatan rutin 

BPRD 

lumajang 

terkait 

inventarisasi 

desa-desa 

wilker UPT 

Klakah 

Dapat mengetahui 

potensi penerimaan  

dari desa tersebut 

terutama PBB yang 

harus di bayar 

setiap tahun 

Bapak Andika 
Dwi selaku staf 

pemungut pajak  

33. Jum’at, 22 
April 2022 

Melakukan 

penagihan 

terkait pajak 

reklame 

wilayah 

Randuagung 

Mengetahui jumlah 

penerimaan pajak 

reklame 

Bapak Dega 

Pratama selaku 
staf administrasi 

34. Senin, 25 
April 2022 

Melakukan 
penagihan 
terkait pajak 
reklame 
wilayah 
kedungjajang 

Mengetahui jumlah 
penerimaan pajak 
reklame 

Bapak 

Sugeng 
Riyadi selaku 

staf 

pelayanan 

35. Selasa, 26 
April 2022 

Melakukan 

penagihan dan 

pemungutan pajak 
hotel  

Dapat mengetahui 

jumlah penerimaan 
pajak hotel 

Bapak Sugeng 

Riyadi selaku  staf 

pelayanan 
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36. Rabu, 27 
April 2022 

Turun lapangan 

dalam rangka 

penagihan pajak 
Restoran dan 

pajak Reklame  

Dapat mengetahui 

pemungutan serta 

pajak Reklame 

Bapak Ahmad 

Doni selaku 

staf pemungut 
pajak  

37. Senin, 09 

Mei 2022 
Halal bi Halal 

yang merupakan 
agenda rutin 

setelah hari raya 

idul fitri di 
Kecamatan 

Klakah  

Dapat mempererat 

tali silaturahmi 
perinstansi yang 

berada dilingkup 

Kecamatan Klakah 

Semua Staf yang 
berada di UPT 
wilker Klakah 

38. Selasa, 10 

Mei 2022 
Melakukan 

diskusi dan 
sharing bersama 

terkait tingkat 

kepatuhan pajak 
reklame  

Memperoleh 

informasi dan 
dapat memahami 

tingkat kepatuhan 

pajak reklame  

 

Bapak Dega 

Pratama dan 
Pak Sugeng 

Riyadi selaku 

staf 
pelayanan 

39. Rabu, 11 
Mei 2022 

Melakukan 
penagihan                          
serta perhitungan 
terhadap 
pengenaan pajak 
reklame wilayah 
Ranuyoso 

Dapat Mengetahui 

tingkat kepatuhan 

pajak reklame   

Bapak Angga 

Prasetyo selaku staf 

pemungut pajak 

40 Kamis, 12 

 Mei 2022 

Melakukan 

perhitungan serta 

pengisian lembar 
SPPT Pajak 

Reklame Ranuyoso 

Dapat mengetahui cara                  

pengisian lembar SPPT 

Pajak Reklame  

Bapak Angga 

Prasetyo selaku      staf 

pemungut pajak 

41 Jumat, 13 
Mei 2022 

Melakukan 

perhitungan serta 
pengisian lembar 

SPPT Pajak 

Reklame 
kecamatan Klakah 

Dapat mengetahui cara                  

pengisian lembar SPPT 
Pajak Reklame 

Bapak Agung Hadi 

selaku staf 
pelayanan 

42 Selasa, 17 
Mei 2022 

Melakukan 

perhitungan serta 

pengisian lembar 
SPPT Pajak 

Reklame 

kecamatan 

Randuagung 

Dapat mengetahui cara                  

pengisian lembar SPPT 

Pajak Reklame 

Bapak Agung 

Hadi selaku   staf 

pelayanan 
 

43 Rabu, 18 
Mei 2022 

 

Turun Lapang 

dalam                             rangka 

melihat potensi 
pelunasan 

PBB desa  Kudus 

dan desa 

sumberwringin 

Dapat mengetahui 

tingkat kepatuhan 

pembayaran PBB P2 
didesa Kudus dan 

sumberwringin 

Bapak Sugeng 

Riyadi  selaku staf  

pelayanan 
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Sumber: Data diolah dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang, (2022) 

3.2.3 Kegiatan setelah Praktik Kerja Nyata 

Beberapa kegiatan yang penulis lakukan setelah Praktik Kerja Nyata, yaitu: 

a. Menentukan judul laporan Praktik Kerja Nyata dan melakukan bimbingan 

kepada Dosen Pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan. 

b. Menginput judul di sister Unej 

c. Membuat laporan Praktik Kerja Nyata  

d. Konfirmasi kepada tim kombi melalui via WhatsApp 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1  Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja 

Nyata adalah : 

a. Data Kualitatif 

Menurut Sugiyono (2015). Data kualitatif adalah data yang 

berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif ini menjelaskan 

tentang fenomena atau objek yang diteliti di lapangan atau bertempat di 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang menggunakan 

interaksi sosial berupa wawancara dengan Bapak Dega Agung Pratama 

selaku Bidang Administrasi, Bapak Sugeng Riyadi selaku Bidang 

Pelayanan dan Bapak Angga Prasetyo selaku Bidang Pemungutan. 

44 Kamis, 19 
Mei 2022 

Turun lapang 

dalam rangka 

melihat potensi 
pelumasan PBB 

desa 

Dapat mengetahui 

jumlah penerimaan  

PBB serta tingkat 
kepatuhan  

Bapak 

Andika Dwi 

selaku staf 

Pemungut pajak 

45 Jumat, 20 
Mei 2022 

Berpamitan 

dengan  seluruh 
karyawan di 

UPT klakah dan 

BPRD 
Lumajang 

bahwa kegiatan 

telah selesai 

 Bapak Samsul Hadi 

selaku Kepala UPT 
Wilayah Kerja 

Klakah serta  Ibu 

Yeni Yuskurnia, 
S.Pd.selaku 

Kasubag Umum 
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b. Data Kuantitatif 

Menurut Sugiyono (2018), data kuantitatif merupakan metode 

penelitian yang berlandaskan data konkrit. Data penelitian berupa angka-

angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji 

penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan 

suatu kesimpulan. Data kuantitatif ini menjelaskan tentang data-data yang 

diperoleh berdasarkan angka dengan menggunakan statistik sebagai alat 

penghitungan yang akurat bertempat di Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Lumajang. Data kuantitatif yang diambil dalam laporan Praktik 

Kerja Nyata ini yaitu data terkait jumlah wajib pajak reklame tahun 2019-

2021 serta penerimaan pajak daerah tahun 2019-2021 

3.3.2  Sumber Data 

Pada Penulisan Laporan Praktik Tugas Akhir menggunakan Data Primer 

dan Data Sekunder yaitu :  

a. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2017), data primer adalah data yang 

disampaikan dan diperoleh langsung dari sumber data kepada pengumpul 

data. Data primer yang diambil dalam Laporan Praktik Kerja Nyata ini 

didapatkan dari data terkait tingkat kepatuhan Wajib Pajak Reklame yang 

di peroleh dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

serta melalui wawancara dengan berbagai narasumber. 

b. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2016), data sekunder adalah sumber data yang 

tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau 

lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap 

yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Data 

sekunder dalam Laporan Praktik Kerja Nyata diambil dari Undang- 

Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 
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Pajak Daerah, buku-buku tentang perpajakan, artikel, jurnal, internet, dan 

lain-lain  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk menyusun 

laporan Praktik Kerja Nyata di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang adalah :  

a. Studi Pustaka 

Menurut Nazir (2013) studi pustaka adalah teknik pengumpulan 

data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang dipecahkan. Pada metode ini penulis memperoleh 

informasi dari buku, Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, 

website dan referensi jurnal terkait dengan masalah yang dibahas. 

b. Observasi 

Menurut Widoyoko (2017) observasi adalah pengamat melakukan 

pengamatan kepada subjek yang akan diteliti. Pada metode observasi 

penulis melakukan pengamatan dengan pengumpulan data terhadap 

beberapa wajib pajak yang melakukan pembayaran atas pajak reklame. 

c. Wawancara  

Menurut Sugiyono (2018) wawancara adalah percakapan atau 

diskusi dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh dua pihak yakni 

antara penanya dengan seseorang yang diwawancarai dengan mengajukan 

pertanyaan terkait objek yang diteliti. Pada metode ini penulis melakukan 

wawancara dengan tujuan agar penulis mengetahui bagaimana tingkat 

kepatuhan wajib pajak reklame selama 3 tahun terakhir dan juga 

menanyakan realisasi penerimaan pajak daerah selama 3 tahun terakhir 

dari sampel tersebut penulis dapat memperoleh data dari wawancara 

dengan Bapak Singgih Pitono dan Bapak Muhammad Ardiansyah selaku 
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koordinator pemegang data yang berada di kantor Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. 

d. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2015) dokumentasi adalah suatu cara yang 

digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, 

arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar berupa laporan serta 

keterangan yang dapat mendukung. Pada metode ini penulis melakukan 

dokumentasi disetiap kegiatan laporan Praktik Kerja Nyata dengan tujuan 

mendukung keaslian dan bukti-bukti yang diperoleh terhadap pengerjaan 

laporan Tugas Akhir. 
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BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 

4.1 Gambaran Umum Instansi 

 Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah bentuk nyata dari pelaksanaan 

Praktek Kerja Nyata adalah bentuk nyata dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

yang dilakukan dengan cara terjun langsung pada kantor Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang yang berkaitan dengan judul “Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Badan Pajak dan Retribusi Lumajang” 

4.1.1  Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang merupakan 

pelaksana pemerintahan di bidang pendapatan yang mempunyai wewenang penuh 

untuk merencanakan pembangunan dan pengendalian regional secara luas 

dibidang pendapatan. Awal sebelum terbentuknya Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah terbentuklah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) 

Kabupaten Lumajang. Namun, sejak tanggal 10 Nopember 2016 Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Lumajang berdiri dan berkedudukan di Jl. Cokro Sujono No.6 

Lumajang. 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang memiliki 4 Unit 

Pelaksanaan Terpadu di setiap masing-masing Wilayah Kerja yaitu ; 

1. Wilayah Kerja Lumajang 

2. Wilayah Kerja Yosowilangun 

3. Wilayah Kerja Klakah 

4. Wilayah Kerja Pasirian 

4.1.2 Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang 

 Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang terdapat 

Struktur Organisasi yang menjelaskan jabatan-jabatan pada Instansi BPRD 
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Kabupaten Lumajang. Berikut adalah Struktur Organisasi yang ada pada Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang. 
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Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, (2021) 

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2016 Bab II 

Kedudukan dan Susunan Organisasi pasal 3 ayat 1 susunan organisasi Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas: 

a. Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

b. Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Penyusunan Program; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahi: 

1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak PBB-P2; 

2. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah lainnya; 

3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi. 

d. Bidang Pelayanan dan Penetapan, membawahi: 

1. Sub Bidang Pelayanan; 

2. Sub Bidang Penetapan; 

3. Sub Bidang Dokumentasi. 

e. Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahi: 

1. Sub Bidang Penagihan; 

2. Sub Bidang Pembinaan;  

3. Sub Bidang Keberatan dan Banding. 

f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi: 

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan; 

2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;  

3. Sub Bidang Pelaporan. 

g. UPT Badan; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Berdasarkan Bab IV Unit Pelaksana Teknis Pasal 15 ayat (1) dan (2) UPT 

sebagaimana dimaksud dslam Pasal 3 ayat (1) huruf g, merupakan unsur 
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pelaksana teknis operasional Badan Pajak dan Retribusi Daerah. UPT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah. Berikut adalah Struktur Organisasi UPT Wilayah Kerja Klakah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi UPT Wilayah Kerja Klakah 

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah, (2022) 

KEPALA UPT 

WILAYAH KERJA 

KLAKAH 

BIDANG 

ADMINISTRASI 

DAN UMUM 

BIDANG 

PELAYANAN 

PETUGAS 

PEMUNGUT 

PAJAK 

BIDANG 

KEBERSIHAN 
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Berdasarkan Struktur Organisasi diatas terdapat 4 sub bagian yang ada di UPT 

wilker klakah yaitu  

a. Bidang Administrasi dan umum bertugas untuk mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis data serta melakukan penyimpanan dokumen 

terkait ketatausahaan dan menyusun laporan dengan hasil yang dicapai 

sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 

b. Petugas Pemungut Pajak bertugas untuk memungut semua pajak daerah 

yang berada di Wilayah Kerja Klakah meliputi 4 kecamatan yakni : 

1. Wilayah Kecamatan Klakah; 

2. Wilayah Kecamatan Kedungjajang; 

3. Wilayah Kecamatan Randuagung; 

4. Wilayah Kecamatan Ranuyoso. 

c. Bidang Pelayanan bertugas untuk menerima, meneliti dan menindaklanjuti 

berkas permohonan/pengajuan pelayanan pajak daerah meliputi 

pendaftaran, mutasi, penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, 

keberatan, pengurangan, penonaktifan, pembatalan, sengketa pajak dan 

pembayaran wajib pajak berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang 

ada. 

d. Bidang Kebersihan bertugas untuk membersihkan seluruh ruangan yang 

berada di UPT Wilayah Kerja Klakah serta menjaga fasilitas umum dan 

menutup ruang perkantoran ketika kegiatan kerja kantor telah selesai. 

4.1.3  Pelaksanaan Pajak Reklame di Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Lumajang 

 Pajak Reklame merupakan pajak atas pengenaan terhadap 

penyelenggaraan reklame. Pajak Reklame menganut Official Assessment System 

yang berarti suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak. 
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4.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame 

4.2.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

 Pajak Reklame merupakan salah satu pendapatan yang memiliki peranan 

penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan masuk sebagai pajak daerah. 

Pajak Reklame di Kabupaten Lumajang juga memiliki peranan yang besar, 

dimana peran Pajak Reklame digunakan sebagai pembangunan daerah Kabupaten 

Lumajang. 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang memiliki kriteria 

sendiri dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak reklame. Tingkat 

kepatuhan wajib pajak pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang diatur berdasarkan Rencana Strategis BPRD Kabupaten Lumajang 

pada Tahun 2018, dalam kategori penilaian tingkat kepatuhan wajib pajak di 

Kabupaten Lumajang mekanisme yang dilakukan oleh Badan Pajak dalam 

menggolongkan jenis kepatuhan wajib pajak reklame yaitu dengan : 

1. Memperhatikan informasi data wajib pajak yang tersedia dan 

memperhatikan jumlah wajib pajak reklame terdaftar. Jumlah Wajib 

Pajak yang Terdaftar oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang 

dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini : 

Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar BPRD Kabupaten Lumajang 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang, (2022) 

 

Nomor Tahun Wajib Pajak Terdaftar 

1 2019 3.193 

2 2020 2.868 

3 2021 3.270 
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Menurut Tabel diatas Jumlah Wajib Pajak mengalami peningkatan setiap 

tahunnya, untuk wajib pajak terdaftar pada tahun 2019 berjumlah 3193. Pada 

tahun 2020 jumlah wajib pajak terdaftar mengalami penurunan dikarenakan 

Covid-19 berjumlah 2868, sedangkan pada tahun 2021 wajib pajak terdaftar 

berjumlah 3270. 

 Hasil peningkatan jumlah Wajib Pajak dikatakan efektif menurut pihak 

BPRD karena setiap tahunnya jumlah Wajib Pajak Reklame yang terdaftar 

mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah tersebut diharapkan juga diikuti 

dengan kepatuhan Wajib Pajak Reklame dalam membayarkan pajaknya. 

2. Nilai Capaian Kinerja 

Tabel 4.2 Nilai Capaian Kinerja BPRD Lumajang 

No. Persen % Keterangan Presentase Pembelian 

Atribut 

1. 85 % s/d 100 % Delapan Puluh Lima Persen 

sampai dengan seratus 

persen atau lebih 

Sangat 

Berhasil 

2. 79 % s/d < 85 % Tujuh Puluh Persen sampai 

kurang delapan puluh lima 

persen 

Berhasil 

3. 55 % s/d < 70 % Lima Puluh Lima Persen 

sampai kurang dari tujuh 

puluh persen 

Cukup 

Berhasil 

4. X< 55 % Dibawah Lima Puluh 

Persen 

Kurang 

Berhasil 

Sumber : Rencana Strategis BPRD Kabupaten Lumajang, (2018) 
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3. Memperhatikan jumlah wajib pajak reklame yang telah membayar pajak 

terutangnya. Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang 

terdapat jumlah wajib pajak reklame yang telah membayar pajak dan 

belum membayar pajak seperti pada tabel 4.3 dibawah ini : 

Tabel 4.3 Jumlah Wajib Pajak Reklame yang Sudah Bayar dan Belum Bayar 

di BPRD Kabupaten Lumajang 

 

 

 

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang, (2022) 

Dibawah ini adalah rumus untuk mengetahui presentase Wajib Pajak: 

Presentase Wajib Pajak Reklame = 

Jumlah Wajib Pajak Sudah Bayar   × 100% 

 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar 

Pada Tahun 2019 :  3.093 × 100% = 96,86 % 

    3.193 

Pada Tahun 2020 : 2.840  × 100% = 99,02 % 

    2.868 

Pada Tahun 2021 : 3.155  × 100% = 96,48 % 

    3.270 

Berdasarkan perhitungan Tabel 4.3 diatas, jumlah Wajib Pajak Reklame 

yang sudah bayar pada tahun 2019 sebesar 3.093 dengan presentase 96,86 %. 

Pada tahun 2020 Wajib Pajak sudah bayar menurun sebesar 2.840 namun 

presentase tersebut meningkat dengan jumlah presentase 99,02 %, lalu pada 

tahun 2021 Wajib Pajak sudah bayar meningkat sebesar 3.155 namun presentase 

tersebut menurun dengan jumlah presentase 96,48 %. 

Tahun Jumlah Wajib Pajak 

Terdaftar 

Jumlah Wajib Pajak 

Sudah Bayar 

Persen (%) 

2019 3.193 3.093 96,86 % 

2020 2.868 2.840 99,02 % 

2021 3.270 3.155 96,48 % 
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Berdasarkan perhitungan tersebut presentase Wajib Pajak Reklame yang 

sudah bayar dikatakan sangat berhasil mengacu kepada aturan yang diterapkan 

dalam Rencana Strategis BPRD Kabupaten Lumajang sesuai dengan Nilai 

Capaian Kerja. 

4. Menghitung presentase realisasi penerimaan pajak dengan target yang 

telah dicapai wajib pajak dijadikan sebagai acuan dalam menentukan 

jenis tingkat kepatuhan wajib pajak. Memiliki rumus perhitungan sebagai 

berikut : 

Tabel 4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 2019-2021 

Tahun Target Realisasi Presentase 

2019 1.820.000.000 

 

1.869.228.257 

 

102,7% 

2020 1.500.000.000 

 

1.789.379.587 

 

119,3% 

2021 1.650.000.000 

 

1.772.577.163 

 

107,4% 

 Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, (2022) 

Presentase Penerimaan Pajak =        Realisasi Penerimaan Pajak  × 100 %

       Target Penerimaan Pajak 

Pada Tahun 2019 :  1.869.228.257      × 100 % = 102,7 % 

    1.820.000.000 

Pada Tahun 2020 :  1.789.379.587      × 100 % = 119,3 % 

    1.500.000.000 

Pada tahun 2021 :  1.772.577.163      × 100 % = 107,4 % 

    1.650.000.000 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas realisasi penerimaan Pajak Reklame 

Kabupaten Lumajang secara keseluruhan melebihi target yang telah ditentukan, 

tetapi terdapat penurunan  realisasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 realisasi 

penerimaan sebesar 1.869.228.257 dari target penerimaan sebesar 1.820.000.000 

diperoleh presentase 102,7%. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan sebesar 
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1.789.379.587 dari target penerimaan sebesar 1.500.000.000 diperoleh presentase 

meningkat 119,3%. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan sebesar 1.772.577.163 

dari target penerimaan 1.650.000 diperoleh presentase menurun 107,4%. 

 Dari perhitungan diatas, jumlah realisasi penerimaan pajak pada tahun 

2019-2021 dapat dikatakan sangat berhasil menurut Nilai Capaian Kinerja BPRD 

Kabupaten Lumajang karena angka presentasenya melebihi 85%, walaupun terjadi 

penurunan realisasi setiap tahunnya dikarenakan adanya Covid-19. Namun 

Tingkat Kepatuhan masyarakat terutama Wajib Pajak Reklame selalu melebihi 

target dalam 3 tahun terakhir terkait pembayaran pajaknya. 

4.2.2 Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam 

Pembayaran Pajak Reklame 

 Hambatan yang menyebabkan Wajib Pajak Reklame tidak patuh 

membayar pajak karena wajib pajak keberatan terhadap tarif yang dikenakan oleh 

pemerintah daerah yakni 25% sehingga menyebabkan kurang patuhnya wajib 

pajak dalam membayar pajak reklame. Jadi peran wajib pajak dalam memberikan 

data tidak sesuai dan meminta keringanan terhadap tarif yang sudah ditetapkan. 

4.2.3 Upaya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Dalam 

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Reklame 

  Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang selaku badan 

pengelola pajak daerah, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat 

kepatuhan Pajak Reklame yaitu ada dua upaya yakni : 

1. Upaya pertama yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

adalah memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak 

secara sukarela, karena dalam praktik di lapangan masih terdapat 

ketidakpuasan terhadap pemungutan pajak. Perbaikan pelayanan dilakukan 

oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan memberikan pelayanan 

yang ramah, santun dan efektif guna mendorong tingkat kepatuhan wajib 

pajak untuk membayarkan pajak terutangnya. 
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2. Upaya kedua yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Lumajang yaitu dengan cara melihat data atau potensi seberapa 

strategis objek yang dikenakan terhadap penyelenggaran reklame. Dengan 

cara ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dapat 

memaksimalkan pengenaan Pajak Reklame terhadap Wajib Pajak 

Reklame. Sehingga hal ini menjadikan fiskus dapat meningkatkan tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak Reklame dalam membayar besaran pajak terutang. 

3. Upaya ketiga yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Lumajang adalah melakukan kegiatan sosialisasi maupun 

edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas 

pentingnya membayar pajak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pentingnya 

kesuksesaan penerimaan pajak terhadap APBD Kabupaten Lumajang. 

Bentuk upaya sosialisasi tersebut dilakukan melalui media sosial maupun 

turun langsung ke masyarakat. 

4. Upaya keempat yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Lumajang yaitu memberikan apresiasi kepada wajib pajak 

dengan cara memberikan penghargaan / anugerah wajib patuh pajak, 

sehingga hal ini dapat memberikan motivasi Wajib pajak yang patuh dan 

tidak. 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Lumajang tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame 

penulis memiliki kesimpulkan sebagai berikut: 

1. Bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Reklame Kabupaten Lumajang 

dikatakan berhasil dari Nilai Capaian Kinerja sesuai dengan aturan 

Rencana Strategis BPRD Lumajang dari sisi realisasi yang diterima pada 

tahun 2019-2021 selalu melebihi target untuk penerimaan pada tahun 

2019 sebesar Rp. 1.869.228.257 dari target penerimaan sebesar 

1.820.000.000 diperoleh presentase 102,7%. Pada tahun 2020 realisasi 

penerimaan sebesar 1.789.379.587 dari target penerimaan sebesar 

1.500.000.000 diperoleh presentase meningkat 119,3%. Pada tahun 2021 

realisasi penerimaan sebesar 1.772.577.163 dari target penerimaan 

1.650.000 diperoleh presentase menurun 107,4%. 

2. Namun terdapat hambatan yang menyebabkan Wajib Pajak Reklame tidak 

patuh membayar pajak karena wajib pajak keberatan terhadap tarif yang 

dikenakan oleh pemerintah daerah yakni 25% sehingga menyebabkan 

kurang patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak reklame.  

3. Pemerintah khususnya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang sudah melakukan berbagai upaya khusus demi meningkatkan 

kesadaran dan pentingnya membayar pajak bagi Wajib Pajak yang sudah 

terverifikasi datanya yakni memberikan yaitu meningkatkan pelayanan 

publik, melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan serta  

memberikan apresiasi kepada wajib pajak dengan cara memberikan 

penghargaan anugerah wajib patuh pajak, sehingga hal ini dapat 

memberikan motivasi wajib pajak yang patuh dan tidak. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Lumajang penulis mempunyai saran sebagai berikut: 

1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang agar segera 

memperbarui peraturan yang sudah tidak sesuai dengan kegiaran 

dilapangan agar Wajib Pajak patuh dan sadar terhadap kewajibannya 

membayar pajak serta merasa puas akan pelayanan yang di berikan. 

2. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang lebih banyak 

memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat terutama 

Wajib Pajak yang sudah Terdaftar datanya tentang penyelenggaraan 

reklame agar masyarakat dapat memahami dan patuh terhadap kebijakan 

yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal pemungutan pajaknya. 
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LAMPIRAN 

1. Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata Pada Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah Lumajang: 

 

 

  



 
 

 
 

2. Surat Pemberitahuan untuk melakukan Praktik Kerja Nyata 

Bangkesbangpol:
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7. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata Dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Lumajang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 
 

8. Konsultasi Bimbingan 
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9. Transkip Wawancara  

 

Nama Narsumber : Dega Agung Pratama 

Hari, tanggal  : Selasa, 10 Mei 2022  

Pukul   : 10.00 - 10.30 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Administrasi UPT Kerja Klakah 

Topik Wawancara : Kepatuhan Wajib Pajak Reklame 

Hasil Wawancara : 

Pewawancara  : Bagaimana kepatuhan wajib pajak reklame selama  

   Tiga tahun terakhir ini pak ? 

Narasumber  : Selama tiga tahun ini kepatuhan wajib pajak selalu 

melebihi target. Kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak terutangnya terus meningkat setiap 

tahunnya. 

Pewawancara : Untuk bisa menilai bahwa kepatuhan wajib pajak 

meningkat dilihat dari segi apa ya pak ? 

Narasumber : Jadi kepatuhannya bisa dilihat dari wajib pajak 

yang sudah membayar dari total yang terdaftar lalu 

bisa dari realisasi dan target pada Penerimaan Asli 

Daerah (PAD) 

Pewawancara : Hambatan yang mempengaruhi wajib pajak tidak 

patuh itu apa saja ya pak ? 

Narasumber : Karena kesadaran wajib pajak masih kurang dalam 

membayar pajak serta menurut wajib pajak tarif  

yang dikenakan pada objek reklame terlalu mahal. 

Pewawancara  : Lalu upaya apa yang dilakukan oleh BPRD dalam 

mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi ? 

Narasumber : Kita berupaya untuk melakukan sosialisasi serta 

memberikan edukasi tentang pajak dan melakukan 

pembenahan dalam pelayanan publik agar wajib 

pajak memiliki kepuasan dalam pembayaran pajak.  
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11.  Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 2 Tahun 2017 
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